KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIKE INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229 TAHUN 2021
NOMOR 154 TAHUN 2021
NOMOR KB/ 2/V1/2021

TENTANG
FEDOMAN IMPLEMENTAS] ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

MENTERI KOMUNIKAS] DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia
yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan
berkeadilan telah dilakukan pengkajian  secara
komprehensil oleh kementerian dan lembaga vang
melaksanakan dan/atau memiliki tugas pPErumusan
kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi
clekironik dengan melibatkan unsur masyarakat,
akademisi, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pers:




Mengingat

1.

bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang
perbuatan yang diancam dengan pidana dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah divbah dengan Undang Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Indang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elcktronik, dalam pelaksanaannva masih
menimbulkan  multitafsir  dan  kontroversi  di
masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman
implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam
meclaksanakan tugas dan kewenangannya;
Derdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan
Informatika  Republik  Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Nesara
Republik Indonesia tentang Pedoman Implementasi
atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi
Eleltronik  sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomeor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E avat (2), Pasal 28E ayat
(3). Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28] ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Eepublik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informas: dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor o4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Menetapkan

KESATU

KEDUA

[Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5952):

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomar 50 JPUU-
V1/2008 tanggal 4 Mei 2009;

4. Putusan Mahkamah HKonstitusi Nomar 76,/PUL-
XV/2017 tanggal 28 Maret 2018;

MEMUTUSEAN:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG
REPUEBLIK INDONESIA, DAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN
IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK.

Menetapkan pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1),
Fasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasa]
28 ayat (1), Pasal 28 ayvat (2}, Pasal 29, dan Pasal 36
Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik s¢bagairnana telah diubah
denigan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektranik, sebagaimana
lercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pedoman implementasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dijadikan acuan bagi Aparat Penegak
Hulkum di lingkungan Kementerian Komminikasi dan
Informatika Republik Indonesia, Kejaksaan Republik



Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam melaksanakan tugas dan kewen ATEANNYa.

KETIGA ! Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapltan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2021

MENTERI KOMUNIKASI JAKSA AGUNG KEPALA KEPOLISIAN NEGARA




LAMPIRAN
EEFUTUSAN BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI

DAN [INFOEMATIKA FREPUBLIK INDONESIA,

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DAN
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229 TAHUN 2021

NOMOR 154 TAHUN 2021

NOMOR KB/2/V1/2021

TENTANG

PEDOMAN IMPLEMENTASI  ATAS PASAL
TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANEBAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19

TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG
ELEKTRONIK

INFORMASI DAN

TRANSAKS]

PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMAS] DAN TRANSAKSI

ELEKTRONIK (UU ITE]

dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau
dan/atau

diaksesnya Informasi Elektronik

mentransmisiloan

membuat dapat

y
NGO ULr' ITE PEDOMAN IMPLEMENTAS]
Y Pasal 27 ayat (1) Pasal 27 ayat (1)
Setiap Orang dengan scngaja | a. Makna frasa “muiatan

melangear kesusilaan® dalam
arti sempit dimaknai scbagai
muatan [(konten) pornografi

yang diatur dalam Undang-
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Idan fatau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan vang
melanggar kesusilaan,

Undang Nomor 44 Tahun
2008 tentang Pornografi dan/
atau  delik vang berkaitan
dengan kesusilaan
sehagaimana diatnar  dalam
Pasal 281 dan Pasal 282
KUHP.

. *Muatan melanggar

kesusilaan® dalam arti luas
dapat  diartikan  sebagai |
muatan [konten] yang berisi
sesuatuy hal wvang cleh
masyarakat dianggap
melanggar aturan sosial yang
disepakati dalam  sebuah
masyarakat, dimana aturan
tersebut dapat tertulis |
maupun tidak tertulis dan
telah disepakati sejak lama.

. Tidalk semua pornografi atau

ketelanjangan itu melanggar
kesusilaan, Harus  dilihat
konteks sosial budaya dan
tujuan muatan itu. Contoh:
dalam Pendidikan Kedoltteran
tentang anatomi, gambar
ketelanjangan yang
dilinmbkan scorang pengajar
kepada anak didik dalam
konteks keperluan  kuliah,
bukanlah melanggar
kesusilaan, Jadi harus dilihat
dari tujuan dan kenteksnya.
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- Konten melanggar kesusilaan

yvang ditransmisikan dan/fatan
didistribusikan atau
dischbarkan dapat dilakukan
dengan  cara  pengiriman
tunggal ke orang
persecrangan maupun kepada
banyak orang (dibagikan,
disiarkan, diunggah, atay
diposting).

. Fokus perbuatan Yang

dilarang pada pasal ini
adalah pada perbuatan
mentransmisikan,
mendistribusikan  dan/atau
membuat  dapat  diaksesnya
Informasi  Elektronilk dan/
atau  Dokumen Elektronik
bermuatan melanggar
kesusilaan, dan bukan pads
perbuatan kesusilaannya ity
sendiri.

Disebut melakukan perbuatan
‘membuat dapat diakscsnya®,
jika pelakn sengaja membuat

publik bisa melihat,
menyimpan ataupun
mengirimban kembali konten
melanggar kesusilaan

tersebut. Contoh perbuatan
membual dapat diaksesnya ini
adalah mengunggah konten
dalam status media sosial,
fweet, retweel, membalas
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komentar, termasulk
perbuatan membuka ulang
akses link atau konten
bermuatan kesusilaan yang
telah
berdasarkan peraturan
perundang-undangan, tetapi
dibuka kembali oleh pelaku
sehingea menjadi dapat
diakses olch orang banyak.
Jadi  perbuatan “*membuat
dapai diaksesnya” adalah
perbuatan aktif yang sengaja
dilakukan dleh pelaku.

diputus aksesnya

| Yang

Pasal 27 ayat (2)

"Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau
dan/atan membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik
memiliki

mentransmisilan

muatan

perjudian.”

Pasal 27 ayat (2)

Titik berat penerapan Pasal 27
avdal (2) UU ITE adalah pada
perbuatan SCSCOrANE
“mentransmisikan,
“mendistribusikan®,
‘membuat dapat diaksesnva®
SQCAra elektronik konten
(muatan)  perjudian  yang
dilarang atau tidak memiliki

izin berdasarkan peraturan

dan

perundang-undangan,

. Jenis konten (Informasi
Elektronik /Dokumen
Elcktronik) perjudian dapat

berupa aplilkasi, alkun, iklan,
situs, dan/atau sistem billing
operator bandar,
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Elektremik

maAatan

Yang

c. Hentuk Informasi
yang memiliki
perjudian
didistribusikan,
ditransmisikan dan /atau
dapat diakses bisa berupa
gambar,

video, suAars,

dan/atau tulisan.

d. Penyebaran konten perjudian

dapat
dari

berbentuk  transmisi
satu  perangkat ke
perangkat lain, distribusi atau
menvebarlan satu
perangkat/pengeuna ke
banyak perangkat/ penggpuna.

dan

Pasal 27 ayat (3)
SBetiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan
dapat
diaksesnya Informasi Elektronilk
dan/atau Dokumen Elektronik
yang
penghinaan

dan/atan membuat

mustan
dan /atau

memiliki

| pencemaran nama baik.

A Sesuai

Pasal 27 ayat (3)

dasar pertimbangan
dalam Putusan Mahkamah
Konstituei Nomor 50/PUU-
VIf2008 Tahun 2008, dan
Penjelasan Pasal 27 agvat (3)
UL ITE, pengertian muatan

penghiriaan dan/atau
pencemaran nama baik
merujuk dan  tidak  bisa

dilepaskan pada ketentuan
Pasal 310 dan Pasal 311
KRUHP., Pasal 310 KUHP
merupakan delik “menverang
kehormatan sesecrang dengan
menuduhkan sesuatu hal agar
diketahui umum. Scdangkan
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Pasal 311 KUHP berkaitan
dengan perbuatan menuduh
seseorang  yang tuduhannya
diketahui tidak benar olch

pelala,
. Dengan pertimbangan
Putusan Mahkamah

Ronstitusi Nomor 350/PUU-
VI/2008 Tahun 2008 tersebut
maka dapat disimpullean,
bukan sebuah delik pidana
yang melanggar Pasal 27 ayat
(3] UU ITE, jika muatan atau
konten yang ditransmisikan,
didistribusikan, dan /atau
dibuat dapat diaksesnya
tersebut adalah berupa
penghinaan yang kategorinya
cacian, ejekan, danfatay kata-
kata tidak pantas. Untuk |
perbuatan yang  demikian

dapat menggunakar |
kualifikasi delik  penghinaan

ringan scbagaimana dimaksud

Pasal 315 KUHP yang menurut

Penjelasan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan  atas  Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008

dan  Putusan Mahkamah

Konstitusi, tidak termasuk

acuan dalam Pasal 27 ayat (3

UU ITE.
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¢. Bukan delik yang berkaitan

dengan muatan penghinaan
dan/atay pencemaran nama
baik dalam Pasal 27 ayat (3)
Uy ITE, jika muatan ataa
konten yang ditransmisikan,
didistribusikan, dan/atan
dibuat  dapat diaksesnya
térsebut adalah berupa
peniaian, pendapat, hasil
evaluasi atau sebuah

kenyataan,

- Dalam  hal fakta vang

dituduhkan merupakan
perbuatan yvang sedang dalam
proses hukum maka fakts
tersebut harus  dibuletilean
terlebih dahulu kebenarannya
sebelum  Aparat  Penegak

Hukum MEMpProses
pengaduan atas delik
penghinaan dan/atan
pencemaran nama baik UU
HE:

. Delik pidana Pasal 27 ayat (3)

UU ITE adalah delik adusn
absolut sebagaimana
dimalsud  dalam  ketentuan
Pasal 45 ayat (5) UU ITE.
Sebagat delik aduan absolut,
maka harus korban sendiri
yang mengadukan kepada
Aparat  Penegak  Hulkum,
kecuali dalamm hal  korban
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. Fokus pemidanaan Pasal 27

masih di bawah umur atayg
dalam perwalian.

Korban sebagai pelapor harus
orang perscorangan dengan
identitas spesifils, dan bukan
institusi, korporasi, profesi
atau jabatan.

ayat (3] UU ITE bukan
dititikberatkan pada perasaan
korban, melainkan pada
perbuatan pelaku yvang

dilakukan secara  sengaja
[dolus| dengan maksiid
mendistribusikan/
mentransmisikan /membuat
dapat diaksesnya informasi
yang muatannye menyverang
kehormatan seseorang dengan
menuduhkan  sesuatu  hal
supaya diketahui urmum (Pasal
310 KUHP),

. Unsur  “"supava  diketahui

umum” (dalam konteks
transmisi, distribusi, dan/atau
membuat  dapat diakses)
sebagaimana harus dipenuhi
dalam wunsur pokok (klacht
delict) Pasal 310 dan Pasal 311
RKUHP wang menjadi rujukan
FPasal 27 ayat (3) UU ITE vang
harus terpenubhi.

Kriteria *supava diketahui

umum® dapat dipersamakan |




| NO

U ITE
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dengan “agar diketahui
publik”. Umum atau publik
sendiri  dimaknai  sebagai
kumpulan orang banyak yang
sebaglan besar tidak saling
mengenal.

Kriteria “diketahui  umum”®
bisa berupa unggashan pada
akun sosial media dengan
pengaturan bisa diakses
publik, unggahan konten atau
mensylarkan  sesuatu  pada
aplikasi  grup percakapan
dengan sifat grup terbulka
dimana slapapun bisa
bergabung dalam grup
percakapan, serta lalu lintas
isi atau informasi tidak ada
yang mengendalikan,
siapapun  bisa uplogd dan
berbagi  f(share) keluar, atau
dengan kata lain tanpa adanya
moderasi tertentu (open group).

. Bukan merupakan delik

penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik dalam
hal konten disebarkan melalui
sarana grup percakapan vang
bersifat tertutup atau terbatas,
SepeTt grup percakapan
keluarga, kelompale
pertemanan akrab, kelompok
profesi, grup kantor, grup
kampus atau institusi
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pendidikan.
Untuk pemberitaan di intermnet
yang dilakukan institusi Pers,

yang merupakan Kerja
Jurnalistik vang sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers, diberlakukan mekanisme
scsual Undang-
Undang Nomar 40 Tahun 1999
tentang Pers scbagai lex
specialis, bukan Pasal 27 ayat
(3} UL ITE. Untuk kasus
terleait Pers perlu melibatkan
Dewan Pers. Tetapi jika
wartawan pribadi
mengunggah tulisan
pribadinva di media
atau internet, maka tetap
berlakun UU ITE termasuk

Pasal 27 ayat (3).

dengan

secara

sosial

| dan/atau

Pasal 27 ayat [4)

Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan
mentransmisikan
dapat

dan/atau membuat

diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik

VAang mermlils mulatan
pemerasan danfatan
Pengancaman.

Pasal 27 ayat (4)

Titike berat penerapan Pasal 27
ayat (4) UU ITE adalah pada
perbuatan  “mentransmisikan,
“mendistribusikan®, dan
“membuat dapat diaksesnya®
secara elektronik konten
(mueatan) pemerasan dan/atay
pengancaman yvang dilakukan
oleh
organisasi atau badan hukum,

Seseorang ataupun
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b. Perbuatan pemerasar

sebagaimana dimaksud Pasal
27 ayat (4) UU ITE hﬂru]:tal
pemaksaan  dengan  tujuan
untuk menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara
melawan hukum. Isinya
memaksa seseorang, keluarga
dan atau kelompok orang,
dengan kekerasan atay
ancaman kekerasan untuk
memberikan  sesualu barang,
supaya membuat utang atau
menghapuskan piutang, vang
seluruhnya  atau  scbagian
adalah  kepunyaan  orang
tersebut.

. Termasuk dalam perbuatan

pidana Pasal 27 ayat (4) UU
ITE perbuatan mengancam
akan membuka rahasia,
menyebarkan
data pribadi, foto pribadi,
dan/atau video pribadi.

mengancam

. Pengancaman dan/atau

pemerasan dapat disampaikan
SCCATA terbuka maupun
eertutup.

. Dalam melakukan perbuatan

pcmerasan dan/atau
pengancaman, narus
dibuktikan adanya  motif
keuntungan ekonomis yang
dilakukan clch pelaku.
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Norma pidana Pasal 27 ayat
(4) UU ITE mengacu pada
norma Pasal 368

KUHP.

pidana

Pasal 28 ayat (1)

Setiap Orang dengan senigaja
dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam  Transeksi

Elektronik.

Pasal 28 ayat (1)

Delik pidana dalam Pasal 28
Ud ITE ini bukan
merupakan delik pemidansan

ayvat (1)

terhadap perbuatan
menyebarkan  berita bohong
(hoaks) SECHTA umum,
melainkan perbuatan

menyebarkan berita bohong
dalam  konteks transaksi
elektronile scperti  transaksi
perdagangan daring.

Berita atau informasi bohong

dikirimkan atau diunggah
melalud layanan apliltas
peésan, penyiaran  daring,

situs/media sosial, lokapasar
(market place), iklan, dan/atau
transaksi lainnya
melaln Sistem Elektronik.

Bentuk transaksi elelktronik
bisa berupa perikatan antara

layanan

pelaku usaha/penjual dengan
konsumen atau pembeli.

- Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak

dapat dikenakan kepada pihak
yang melakukan wanprestasi
dan/atau mengalami force




o

N

UUITE

PEDOMAN IMPLEMENTAS]

Mmajenr,

. Pasal 28 ayat (1) UU ITE

merupakan  delik  materiil,
schinges kerugian konsumen
sebagai akibat berita bohong
harus dihitung dan ditentukan
nilainya,
Defeniai “konsumen™ pada
Pasal 28 ayat (1) UU ITE
mengacu pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan

Konsumen.

| Artan

Pasal 28 ayat (2)

Sctiap Orang  dengan sengaja
dan
mformasi yang ditujukan untuk

tanpa hak menyebarkan

leebencian
individu

dan/atau kelompok masyarakat

menimbulkan
permusithan

rasa

terteniu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargelongan
(SARA).

. Bentuk

Fasal 28 ayat {2)

Delik utama Pasal 28 ayat (2]
Ul ITE adalah perbuatan
menycbarkan informasi yang
menimbulkan rasa kebencian
terhadap
atau kelompok
masyarakat berdasar Suku,
Agama, Ras,

Antargolongan (SARA).

atau  permusuhan
individu
dan
informasi vang
diseharkan berupa
gambar, wvideo, suara, atay
yang bermakna
mengajak, atau mensyiarkan
pada orang lain agar ikut
memiliki rasa kebencian dany
terhadap
keelompok |

bizsa

tulisan

ataun  permusuban

individuy atayu
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masyarakat  berdasar  isu

sentimen atas SARA.

- RKriteria "menyebarkan” dapat

dipersamakan dengan agar
“diketahui umum” bisa berupa
unggahban pada akun media
sosial dengan pengaturan bisa
diaksecs publik, atau
mensyiarkan sesuatu  pada
aplikasi grup percakapan
dengan sifat terbuka dimana
siapapun  bisa  bergabung
dalam grup percakapan, laly
lintas isi atau informasi tidak
ada yang mengendalikan,
slapapun  bisa wupload dan
berbagi (share) keluar, atau
dengan kata lain tanpa adanya
moderasi tertentu (open
group).

. Perbuatan  yang  dilarang

dalam pasal ini motifnya
membangkitian rasa
kebencian dan/atau
permusuban atas dasar SARA.
Aparat Penegak Hukum harus
membuktikan motif
membangkitkan yang ditandai
dengan adanya konten
mengajak, mempengarihi,
menggerakkan — masvaralkat,
menghasut/mengadu  domba
dengan tyjuan menimbulkan

kebencian, dan/atau
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permusuhan.

. Frasa *antargolongan™ adalah

entitas golongan rakyat di luar
Suku, Agama, dan Ras
sebagaimana pengertian antar
golongan mengacu Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor
76/PUU-XV/2017.

Penyampaian pendapat,
pernyataan tidak setuju atau
tidak suka pada individu atau
kelompok masyarskat tidak
termasuk  perbuatan vang
dilarang, kecuali vang
disebarkan it dapat
dibuktikan ada upsya
melakitkan ajakan,
mempengaruhi, dan fatay
menggerakkan  masyarakat,
menghasut/mengadu  domba
untuk menimbulkan rasa
kebencian atau permusuhan
berdasar 1511 scntimen
perbedaan SARA.

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak mengirimkan
Informasi Elektronik dan/atau
Dolumen Elcktronik vang berisi
Encaman kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan

sccara priltsadi.

Pasal 29

. Pasal 29 uu I'TE

dititikberathkan pada
perbuatan pengiriman
informasi  berisi ancaman
kekerasan atau  menalkut-
nalti melaluai sarana
elektronik  yang  ditujukan
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secara pribadi.

- Pengancaman dapat

berbentuk pesan, surat
clektronik, gambar, sSuara,
video, tulisan, dan/atau
bentuk Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik

lainnya.

. Bentuk Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronilk
yvang dikirim berupa ancaman
kekerasan, yaitu menyatakan
atau menunjukkan niat untuk
mencelakakan korban dengan
melakukan kekerasan secara

hi=tk maupun psikis.

. Ancaman tersebut berpotensi

untuk diwwjudkan, meskipun
hanya dikirimkan satu kali.

. Sasaran ATICATTAL dtan

korbannya harus  spesifilke,
ditjukan kepada pribadi atau
Mengancam  jiwa manusia,
bukan mengancam — akan
merusak bangunan atau harta
benda.

Ketakutan dapat terjadi
kepada pribadi, kelompolk,
keluarga maupun golongan,

- Dampak  ketakutan harus

dibuktikan SECAra  nyata
antara lain adanya perubahan
perilaku.

h. Harms ada asalisl bl
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menunjukkan adanya falta
bahwa korban  mengalami
ketakutan  atau  tekanan
psikis.

Pagal 29 Uy ITE ini
merupakan delik umum, dan
bukan delik aduan. Bukan
harus korban sendiri yang

melapor.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak atau melawan
Hukum melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 34
yang mengakibatkan kerugian
bagi Orang lain.

Pasal 36

. Pazal 36 UU ITE dapat

digunakan dalam hal korban
kejahatan  yvang melanggar
Pasal 27 sampai dengan Pasal
34 UU ITE  mengalami
kerugian materiil yvang nvata,

- Kerugian  tersebut  hanya

untuk kerugian langsung atas
perbuatan yang dilakukan,
bukan kerugian tidale
langsung, bukan berupa
potensi kerugian, dan bukan
pula kerugian yang bersifat
nonmateriil.

. Kerugian materil  tersebut

terjadi pada korban, baik
korban orang perseorangan
ataupun badan hukum.

- Sebagal delik materiil maka

kerugian tersebut harus
dihitung  dan ditentukan
nilainya.
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€. Nilai kerugian materiil
merajuk pada Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2012 tentang
Penyesuaian Batasan Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah
Denda dalam KUHP lebih dari
Rp2.500.000.- (dua juta lima
ratus ribu rupiah).

MENTERI KOMUNIKASI

JAKSA AGUNG

PRABOWO
JENDERAL POLISI



